
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 32 lPJl201O

TENTANG

PELAKSANMN PENGENMN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
BAGIWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

DI REKTU R JENDERAL PAJAK.

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) peraturan
Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya
Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Beijalan 

-Yang 
Harus

Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan
Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib
Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan
Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib pajak
Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03l2OOg, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak
Penghasilan Pasal 25 BagiWajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;

Mengingat: 1 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasitan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255iPMK.03/2008 tentang
Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Paja[
Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa
Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang
berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala
Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor
208/PMK.0312009:

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 22IPJI2OOB tentang Tata Cara
Pembayaran dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 25;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PENGUSAHATERTENTU. *



Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang pengecer
yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.

2. Pedagang Pengecer adalah orang pribadiyang melakukan:
a. penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
b. penyerahan jasa,

melalui suatu tempat usaha.

3. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak
Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008.

Pasal 2

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap tempat usaha di
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha
tersebut dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal Wajib Pajak.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal
tempat usaha dan tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha
Tertentu berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama.

Pasal 3

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak
Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar O,71o/o (nol koma
tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari
masing-masing tem pat usaha.

Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank
Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan
yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang melakukan
pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Surat Setoran Pajaknya telah
mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara,
dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal
validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak. le

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)



(2)

(3)

(4)

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan jumlah angsuran
Pajak Penghasilan Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran
tetapi tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan
Negara, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Pasal 25 sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak
melakukan usaha sebagai Pedagang Pengecer di tempat tinggalnya
maka Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tersebut tidak wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan pasal 25
di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3 ayat (2) yang dilakukan:

a. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati
batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; atau

b. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai
sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2a) dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan pasal 25
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan
tanggal jatuh tempo pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 5

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar
jumlah penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 25 dari
masing-masing tempat usaha ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha
Tertentu dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

,1,

(s)



Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal pajak ini, Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ.12002 tentang pelaksanaan
Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib pajak Orang pribadi
Pengusaha Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta

IREKTU R JENDERAL P AJAK, *

AMAD TJIPTARDJO
1 951 04281 975121002



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 32 IPJIZO|O TENTANG
PETAKSANAAN PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Nama
NPWP
Alamat

No.
NPWP tempat

usaha KPP Lokasi
Alamat Peredaran Bruto

Pedagang Pengecer
PPh Pasal 25

dibayar

Jumlah

Tanda tangan, nama dan cap

R JENDERAL PAJAK,f.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
Nl P 1 95 1 04281 97 51 21 002


